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<b>ABSTRAK</b><br>

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (RUPS LB) yang keputusannya dibuat dalam bentuk akta notaris seperti Akta Risalah RUPS maupun
Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Namun kurangnya pemahaman mengenal keabsahan penyelenggaraan
RUPS banyak menyebabkan akta notaris yang telah dibuat sebagai hasil keputusan RUPS dibatalkan oleh
Pengadilan, sehingga Notaris yang membuat akta tersebut turut diminta pertanggungjawabannya. Seperti
PT. NP yang membuat Akta Risalah RUPS LB mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direks yang
baru tanpa mematuhi ketentuan pemanggilan RUPS dalam UUPT, sehingga akta tersebut dibatalkan oleh
Pengadilan. Tesisini mengangkat permasalahan mengenai akibat pembatalan Akta Risalah RUPS LB
Perseroan Terbatas yang berisi tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi yang baru, serta tanggung
jawab Notaris yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549
K/Pdt/2018. Metode Penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normative,
yakni dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menghasilkan data deskriptif analitis. Akibat
dari aktarisalah rapat yang telah dibatalkan ialah segala perbuatan hukum yang dilakukan setelah aktaitu
dibuat adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan
situasi kembali seperti saat akta tersebut belum dibuat, sehingga pengangkatan Aan sebagal Direksi baru
adalah tidak sah dan EN tetap menjabat sebagai Direksi, serta Notaris yang bersangkutan dapat diminta
pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya
menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan RUPS sesuai Undang-
Undang Perseroan Terbatas.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

The appointment and termination of the Board of Directors of the limited liability company is governed by
the law of limited liability company number 40 year 2007, namely through the extraordinary General
Meeting of shareholders, whose decision is made in the form of notarial deed such as the treatise Act
General Meeting of Shareholder and the Deed of statement of meeting. However, the lack of understanding
of the validity of the General Meeting of Shareholders has led to a notarized deed which has bEN made asa
result of the General Meeting of Shareholders decision to be canceled by the court, so that the notary Such
as PT. NP which makes the treatise Act of General Meeting of Shareholders on the termination and
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appointment of the new board of directors without adhering to the provisions of the General Meeting of
Shareholdersin the law of limited liability company, until the deed is cancelled by the court. Thisthesis
raises the problem of the result of the cancellation of the treatise Act of the extraordinary General Meeting
of shareholders Limited company containing the termination and appointment of new board of directorsin
the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 549 K/PDT/2018, and the legal
responsibility associated with the decision of Supreme Court of Republic of Indonesia number 549
K/PDT/2018 The research method in the writing of this thesis uses normative juridical form of research,
which is by researching the library material or secondary data and generating analytical descriptive data.
The result of the treatise deed that has bEN cancelled is any legal action performed after the deed is made
invalid, not binding and null and void. The deed is deemed to have never existed and the situation is
returned as if the deed has not bEN made, and the notaries may be asked for administrative and civil
liability. The notary in his office should apply the principle of prudence by observing the provisions of The
Genera Meeting of shareholders under the law of limited liability company.



